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A B S T R A K  A R T I C L E   I N F O 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021–
2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Sampel 
ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan 
kelengkapan data. Analisis dilakukan dengan regresi linear 
berganda menggunakan SPSS, didahului uji asumsi klasik 
serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien 
determinasi (R²) pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dana Alokasi Umum 
(DAU) berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, 
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan 
Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. Secara simultan, seluruh variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan 
kontribusi penjelasan model sebesar 86,7%. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Pemerintah Indonesia memulai reformasi akuntansi pemerintah secara fundamental 

sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1998. Reformasi ini mencakup lima 
aspek manajemen keuangan: orientasi pasar, manajemen kinerja, audit, anggaran, dan 
akuntansi/pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerangka hukum 
yang sebelumnya tidak efektif dalam mengatur sistem administrasi keuangan pemerintah 
Indonesia; karena Presiden Suharto, yang memimpin Indonesia selama tiga dekade, tidak 
tertarik pada apa yang kini dikenal sebagai ‘tata kelola yang baik. Oleh karena itu, reformasi 
ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Deviani et al., 
2020). 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan dengan pertumbuhan 
Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
dengan menggunakan harga tahun dasar tertentu (Ichsan & Zurrahmi, 2022). Pemerintah 
daerah harus memiliki keuangan sendiri untuk menjalankan otonomi dan desentralisasi fiskal. 
Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan dapat mengurangi 
ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana 
perimbangan. Namun, jika keuangan daerah sangat mandiri, itu tidak berarti bahwa mereka 
sudah tidak perlu mendapatkan dana perimbangan lagi; dana perimbangan masih diperlukan 
untuk mempercepat pembangunan daerah (Tri, 2018).  

Pengawasan keuangan lokal dianggap penting untuk setiap negara berkembang. 
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjukkan oleh pelaksanaannya, dan 
kinerja yang optimal menunjukkan keberhasilan pembangunan. Hal ini juga dapat 
menunjukkan bahwa menjadi lebih independen dari pemerintah pusat dalam hal keuangan 
daerah dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan 
dan peraturan SAP saat melakukan pengelolaan keuangan menunjukkan kemampuan ini.  
Kemampuan suatu negara atau daerah untuk mengelola keuangan dengan baik dikenal 
sebagai kinerja keuangan yang baik. Keuangan merupakan faktor terpenting yang 
menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu usaha untuk mencapai tujuannya. Kinerja 
keuangan pemerintah atau daerah ditunjukkan oleh pengelolaan keuangan yang efektif. 
Namun, pengelolaan keuangan yang salah dapat menunjukkan kinerja keuangan yang buruk 
(Ardelia et al., 2022).  

Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah 
adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah 
memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD 
yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing 
daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Padang & Padang, 2023). 

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan 
pengevaluasian dalam pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menganalisis faktor-
faktor yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memaksimalkan keuangan daerah. 
Dengan ini diperlukan suatu cara guna memaksimalkan keuangan daerah karena hasil dari 
pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat memberikan cara pandang tambahan terhadap 



 

 

pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Pradana & 
Handayani, 2023).   

Fenomena yang termuat pada (Pos, 2015), menunjukkan bahwa sumber penerimaan dan 
transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan Belanja Modal 
untuk pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan minimnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan Belanja Modal untuk pembiayaan 
pembangunan dan penambahan aset di Provinsi Jawa Tengah belum bisa terpenuhi, 
minimnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber dana Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) menjadi faktor utama dalam kasus tersebut. 

Untuk mendukung ketercapaian PAD, Pemprov Jawa Tengah diminta untuk 
mengeksplorasi sumber pajak potensial lainnya dan mengoptimalkan pencairan piutang 
pajak. Menurut anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, pencapaian Pendapatan Asli 
Daerah hanya mencapai 90,36% dari target APBD. Kinerja pemungutan pajak daerah di 
Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 86,48% dari target. Target pendapatan Pajak Daerah, 
terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), gagal mencapainya, yang menyebabkan kecenderungan pajak daerah yang rendah. 

Meskipun PAD dan dan dana perimbangan mengalami penurunan, penurunan tersebut 
tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada belanja modal. Padahal belanja modal 
penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, hal ini dapat menyebabkan 
pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah terhadap 
alokasi belanja pembangunan (Aswar, 2019) 

Pendapatan asli daerah adalah kas yang diterima oleh daerah sesuai dengan undang-
undang. Ini diperoleh dari retribusi daerah dan pajak daerah, serta pendapatan lainnya yang 
sah. Menurut teori keagenan, ketika masyarakat memberikan sumber pendanaan kepada 
pemerintah daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah selaku 
agen bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara (Andaresta et al., 2021). 
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, 
yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Fatimah et al., 2020). 

Dana perimbangan, yang berasal dari dana pemerintah pusat, diberikan kepada daerah 
untuk membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
antara daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memanfaatkan dana perimbangan 
ini untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan menunjukkan ketergantungan mereka terhadap 
pemerintah pusat dalam memberikan pembiayaan. Semakin banyak belanja modal yang 
digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak 
dan retribusi bahkan dari investor sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan 
pemerintah daerah Malau (Digdowiseiso et al., 2022).  

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Alvaro & Wibowo, 2020), belanja modal  adalah 
pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 
aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya 
operasional dan pemeliharaannyaBelanja modal memiliki manfaat jangka panjang untuk 
memberikan layanan publik, yang membuatnya penting. Belanja modal ini dialokasikan untuk 
membeli aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta 
tetap lainnya, untuk memungkinkan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan lancar 



 

 

dan menyediakan fasilitas publik. Prasarana yang memadai untuk suatu daerah dapat 
membuat investor melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari 
dengan nyaman, meningkatkan tingkat produktivitas, yang merupakan alat penting untuk 
mengontrol perekonomian 

Pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian tingkat kemajuan pencapaian 
pelaksanaan pekerjaan dalam bidang keuangan selama kurun waktu tertentu. Hal ini 
dikarenakan pengukuran kinerja, juga dikenal sebagai pengukuran kinerja, adalah hasil 
evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 
bersama (D. N. Prastiwi & Aji, 2020). Menurut, (Abdul Halim, 2007) menjelaskan sejauh mana 
kemampuan bagi pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi mereka sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. Akibatnya, kinerja keuangan daerah menunjukkan seberapa transparan 
dan akuntabel pengelolaan keuangan dan seberapa baik pencapaian sasaran anggaran 
didukung oleh pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. 

Melihat fenomena yang terjadi dalam hal ini sepertinya kinerja keuangan belum 
sepenuhnya dapat mencapai peningkatan kesejahteraan publik karena pengelolaan belanja 
daerah, terutama belanja modal, masih tidak berfokus pada publik. Salah satunya disebabkan 
oleh cara pengelolaan belanja yang berfokus pada kepentingan kelompok tertentu. Adanya 
kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran 
menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan seringkali tidak efektif dalam 
menyelesaikan masalah masyarakat,  

Namun, Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisens, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan 
manfaat untuk masyarakat”. Dengan demikian, undang-undang tersebut mewajibkan pemda 
untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan 
meningkatkan pelayanan masyarakat (Anandyaswara, 2024).  

Motivasi penulis mengambil judul ini adalah untuk melihat sejauh mana peran Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta memberikan 
gambaran kondisi terkini pasca pandemi yang dapat menjadi masukan bagi pengelolaan 
keuangan daerah secara lebih efektif. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 
menggunakan variabel serupa. Penelitian (Pradana & Handayani, 2023), meneliti pengaruh 
PAD, DAU, dan DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diseluruh kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Sementara itu, penelitian (Julianti et al., 2021), 
menambahkan variabel ukuran pemerintah daerah pada objek penelitian kabupaten/kota 
Provinsi Sumatera Utara dengan periode 2014-2018, dan penelitian (Padang & Padang, 2023), 
hanya berfokus pada PAD dan Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-
2021. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada 
pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan dengan 
ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
periode 2021-2023, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih terkini 
serta kontekstual sesuai kondisi pasca pandemi.  

Bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh anatara variabel independen dan 
dependen yaitu menurut penelitian (Maharani et al., 2025), menunjukkan bahwa pendapatan 



 

 

asli daerah dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 
dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut (D. N. Prastiwi & Aji, 2020), Analisis regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara 
signifikan secara positif oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, serta secara 
negatif oleh belanja modal. Lalu penelitian yang dilakukan (Silvy Theovilia Refialy, 2024), hasil 
penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui keefektifan pendapatan asli daerah dana 
perimbangan, dan belanja modal Provinsi Jawa Tengah dalam kinerja keuangan pemerintah 
daerah.. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengajukan penelitian yang 
berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah”. 

Tinjuan Pustaka 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi menurut Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam (Yulianti et al., 
2023) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara prinsipal dan agen, 
di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk 
memberikan jasa demi kepentingannya, namun hubungan ini berpotensi menimbulkan 
asimetri informasi karena agen memiliki informasi lebih banyak dibanding prinsipal. Konsep 
tersebut relevan dalam sektor publik, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara legislatif sebagai prinsipal 
dan eksekutif sebagai agen (Abdul Halim, 2007). Dalam konteks ini, pemerintah daerah 
bertindak sebagai agen yang mewakili masyarakat sebagai prinsipal dengan kewajiban 
mengelola sumber daya publik seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan 
belanja modal secara akuntabel untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat (Ardelia et al., 2022). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sumber daya 
tersebut mencerminkan keberhasilan agen dalam memenuhi mandat dan ekspektasi 
prinsipal. 

Kinerja Keuangan  

Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam periode tertentu (KBBI), 
sedangkan indikator adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan keberhasilan 
pencapaian target dengan mempertimbangkan aspek input, output, hasil, dan manfaat 
(Aryllan & Achmad, 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan dipahami 
sebagai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi melalui pengelolaan keuangan 
yang efektif, yang tercermin dari realisasi program dan kebijakan yang telah direncanakan 
(Abdul Halim, 2007). Kinerja ini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak 
eksternal karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya untuk 
mendukung pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur 
(Fernandes & Putri, 2022). Secara operasional, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
menunjukkan kapasitas fiskal, sedangkan efisiensi anggaran menggambarkan kemampuan 
menghasilkan output optimal dari dana yang tersedia (Padang & Padang, 2023). 



 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud 
pelaksanaan otonomi daerah (Huda & Sumiati, 2019; Putri & Amanah, 2020). Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, PAD terdiri atas empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah 
merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 
digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdul Halim, 2007), sedangkan retribusi 
daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Azhar, 2021; Kencana et 
al., 2022; Yusmalina & Lasita, 2020). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD atau badan usaha 
lainnya (Rizalni et al., 2023; Muhamad Rafi Firdaus & Husen Saeful Anwar, 2022), sedangkan 
lain-lain PAD yang sah meliputi pendapatan di luar pajak, retribusi, dan dana perimbangan 
seperti jasa giro, bunga deposito, serta hasil penjualan aset daerah sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Rita Martini & Lesy Lorensa, 2022; Putu & Jana, 
2018). 

Dana Perimbangan 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah menerima Dana 
Perimbangan dari APBN berdasarkan prinsip money follows function untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam 
mengoptimalkan potensi ekonominya (Pendapatan et al., 2017). Dana Perimbangan terdiri 
atas tiga komponen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 
Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan guna 
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi 
melalui pendekatan fiscal gap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 (Abdullah, 2020). DAK adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu 
untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan selaras dengan prioritas 
nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang belum memenuhi 
standar (Simanjuntak & Ginting, 2019; Nurul Arbila et al., 2022). Sementara itu, DBH 
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu atas 
penerimaan pajak dan sumber daya alam sesuai prinsip daerah penghasil, dengan ketentuan 
pembagian sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005, termasuk pembagian PBB 
sebesar 10% untuk daerah, BPHTB 80% untuk daerah, serta PPh Pasal 21 dan 25/29 sebesar 
20% untuk daerah (Meylani, 2019; Rasu et al., 2019). 

Belanja Modal 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan 
aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset fisik lainnya (Lathifa, 2019). 
Belanja modal umumnya dilakukan melalui mekanisme tender atau lelang dan menjadi 
komponen penting dalam penyediaan layanan publik karena menghasilkan aset tetap 
pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBD sesuai prioritas pembangunan serta 



 

 

berdampak finansial jangka panjang (Niswani et al., 2022). Secara rinci, belanja modal 
mencakup belanja modal instansi, belanja modal bangunan irigasi, belanja tanah, belanja 
modal gedung dan bangunan, serta belanja modal fisik lainnya seperti kontrak sewa, barang 
seni, barang purbakala, koleksi museum, hewan, dan aset sejenis (Bilqis & Priyono, 2023). 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan 
retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik 
daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Nasir, 2019). 
PAD membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur. PAD berasal dari hasil pajak, 
retribusi, pengelolaan kekayaan, dan PAD yang sah lainnya. Untuk itu, selama periode 
desentralisasi, pemerintah daerah diharuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
PAD mereka masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. 
Dengan melakukan ini, mereka dapat membiayai semua inisiatif yang berkaitan dengan 
pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana di daerah dengan memantau kinerja 
keuangan (Leki et al., 2018). 

Dugaan pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil pendapatan asli daerah berpengaruh 
ada pada penelitian oleh (Pradana & Handayani, 2023) dan (Niswani et al., 2022). Sehingga 
hipotesis yang diambil yaitu: 

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan 
diperuntukkan untuk mendistribusikan kemampuan finansial di antara wilayah, dengan 
tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, kebutuhan DAU untuk suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) 
ditentukan dengan metode fiscal gap. Yang mana, kebutuhan DAU untuk suatu daerah 
ditetapkan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal (Abdullah, 2020). 

Pada hasil penelitian dapat diketahui variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah ada pada penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022), 
dan (D. N. Prastiwi & Aji, 2020). Dugaan pada penelitian ini adalah dana alokasi umum 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang dapat 
diambil yaitu: 

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuagan Pemerintah 

Sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 
dana yang berasal dari pendapatan APBN dan ditujukan untuk daerah tertentu. Dana ini 
dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang merupakan wewenang Daerah dan 
sejalan dengan prioritas nasional. Anda dilatih menggunakan data hingga Oktober 2023 
(Soesilo, 2021). Hal ini juga bertujuan meningkatkan investasi dalam modal, infrastruktur dan 
aset tetap lainnya. Oleh karena itu, perubahan komposisi belanja harus menjadi prasyarat 



 

 

penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas (Murdaya & 
Syahril, 2022). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2025) variabel dana alokasi khusus 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan penelitian 
yang dilakukan oleh (Julianti et al., 2021) dana alokasi khusus juga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dugaan pada penelitian ini adalah dana 
alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. 
Sehingga hipotesis yang diambil yaitu: 

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang disalurkan kepada daerah berdasarkan persentase 
tertentu dari pendapatan negara yang didapatkan dari wilayah spesifik tersebut. Dana yang 
didistribusikan pemerintah pusat ke daerah-daerah didasarkan pada pendapatan dari pajak 
pusat atau sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dana bagi hasil bisa digunakan 
untuk belanja modal sehingga meningkatkan pelayanan publik (Daerah et al., 2025). Dana 
Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana 
bagi hasil sumber daya alam. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Diky Alfitra Desky, 2023) dan (Noeng, 2023) memiliki hasil 
penelitian yakni variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah. Dugaan pada penelitian ini adalah dana bagi hasil berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu: 

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Belanja modal merupakan belanja yang menciptakan suatu aset tetap dan pada umumnya 
dilaksanakan oleh otoritas publik. Peralatan, bangunan, infrastruktur, dan sumber daya tetap 
lainnya adalah contoh dari sumber daya tetap pemerintah daerah yang diperoleh dari belanja 
modal (Atmoko & Khairudin, 2022). Belanja modal juga dapat didefinisikan sebagai 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bertujuan untuk 
menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat selama lebih dari satu 
periode akuntansi. Ini termasuk biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan 
atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Ayu Rohanda & 
Azhar, 2023).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) menunjukkan bahwa variabel dana belanja 
modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah dan 
penelitian yang dilakukan oleh (Imami & Akbar, 2024) menunjukkan hasil bahwa variabel 
belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerinttah. 
Dugaan pada penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu: 

H5: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

 

 



 

 

2. METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang 

berlandaskan filsafat positivisme dan dilaksanakan secara ilmiah, objektif, rasional, serta 
terukur (Sugiyono, 2023). Objek penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2023, dengan populasi mencakup seluruh laporan yang 
memuat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), serta 
Belanja Modal, sedangkan sampel ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan 
kelengkapan data. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dari portal resmi 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik, kemudian 
diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Variabel 
dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio 
kemandirian, sedangkan variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja 
Modal yang diukur menggunakan rasio keuangan sesuai karakteristik masing-masing variabel 
(Pradana & Handayani, 2023). Teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik yang terdiri atas 
uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis 
melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R²) pada tingkat signifikansi 5% untuk menilai 
pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sugiyono, 
2023). 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskriptif Umum Objek Penelitian dan Data 

Hasil penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2023. Variabel Pendapatan Asli Dearah dalam penelitian 
ini menggunakan rasio PAD, Dana Perimbangan menggunakan rasio dana perimbangan pada 
masing-masing variabel, Belanja Modal diproksikan dengan Rasio belanja modal, dan Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah diproksikan dengan Rasio Kemandirian. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemilihan sampel menggunakan metode 
purposive sampling, dan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kriteria 
pemilihan sampel yang telah ditetapkan, rincian proses seleksi sampel penelitian dapat dilihat 
pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 1 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Kota/Kabupaten yang terdaftar di PPID secara berturut-turut tahun 2021–2023 105 

2 Kota/Kabupaten yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap (33) 

 Sampel yang memenuhi kriteria (Kota/Kabupaten) 72 

 Data outlier (9) 

 Total data yang diolah 63 

 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini 
mencakup perhitungan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan kecenderungan sentral data, 
nilai tertinggi (maximum) yang menggambarkan skor tertinggi yang dicapai oleh responden, 



 

 

nilai terendah (minimum) yang menunjukkan skor terendah, serta standar deviasi yang 
mencerminkan sebaran atau variabilitas data di sekitar rata-rata. Dengan demikian, statistik 
deskriptif ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami pola dan distribusi data 
sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil dari analisis deskriptif tersebut disajikan secara 
rinci pada tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Statistik Deskriptif 1 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD .12900 .34500 .2000476 .04801526 

DAU .32800 .59000 .4201429 .05156295 

DAK .00800 .40000 .1483651 .06408319 

DBH .00100 .23300 .0385635 .04171935 

Belanja Modal .00900 .27000 .1308413 .04281099 

Kinerja Keuangan .14900 .60600 .3067460 .09327206 

Hasil olah data spss 25  

Berdasarkan analisis deskriptif data 2021–2023, kinerja keuangan daerah memiliki rata-
rata 0,3067 dengan variasi 0,1490–0,6060. PAD rata-rata 0,2000 dengan sebaran stabil (SD 
0,0480), sedangkan DAU tertinggi rata-rata 0,4201, mencerminkan ketergantungan daerah 
pada transfer pusat. DAK rata-rata 0,1484 dengan variasi tinggi, DBH terendah rata-rata 
0,0386, dan belanja modal rata-rata 0,1308 menunjukkan perbedaan proporsi alokasi antar 
daerah. 

Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas residual penelitian yang ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 1 

 Unstandarized Residual 

N 63 

Normal Parameters Mean .000000 

Std. Deviation .03581471 

Most Extreme Absolute .060 

Test Statistic .060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

Hasil olah data SPSS 25 1 

Berdasarkan hasil analisis tabel 3. diatas menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dengan 
metode Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai asymp,sig 0,200 lebih besar daripada 0,05 
maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antar variabel independen 
dalam model regresi, berikut disajikan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 1 

Variabel Tolerance  VIF             Kesimpulan 

X1 PAD .855 1.169 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

X2 DAU .626 1.597 Tidak Terjadi Multikolinearitas 



 

 

X3 DAK .805 1.242 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

X4 DBH .639 1.566 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

X5 Belanja Modal .925 1.081 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Hasil olah data SPSS 1 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Tolerance ketiga variabel > 0,10 dan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dilakukan 
uji Spearman Rho antara masing-masing variabel independen dengan nilai unstandardized 
residual sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Spearman Rho 1 

Spearman 

Rho 

  PAD DAU DAK DBH Belanja 

Modal 

Unstandarize 

Residual 

 PAD Correlation 

Coefficient 

1.000 -.077 -.439 .190 .043 .009 

  Sig. (2-tailed) - 549 .000 .190 .043 .944 

  N 63 63 63 63 63 63 

 DAU Correlation 

Coefficient 

-.077 1.00

0 

-.123 -.046 -.385 .035 

  Sig. (2-tailed) .549 - .338 .721 .002 .785 

  N 63 63 63 63 63 63 

 DAK Correlation 

Coefficient 

-.439 -.123 1.00

0 

-.196 .131 -.093 

  Sig. (2-tailed) .000 .338 - .123 .307 .470 

  N 63 63 63 63 63 63 

 DBH Correlation 

Coefficient 

.190 -.046 -.196 1.000 .204 -.173 

  Sig. (2-tailed) .136 .721 .123 - .108 .174 

  N 63 63 63 63 63 63 

 Belanj

a 

Modal 

Correlation 

Coefficient 

.043 -.385 .131 .204 1.000 .066 

  Sig. (2-tailed) .740 .002 .307 .108 - .605 

  N 63 63 63 63 63 63 

 Unsta

darize

d 

Resid

ual 

Correlation 

Coefficient 

.009 .035 -.093 -.173 .066 1.000 

  Sig. (2-tailed) .944 .785 .470 .174 .605 - 

  N 63 63 63 63 63 63 

Hasil olah data SPSS 25 2 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji Spearman Rho tidak terjadi 
heteroskedastisitas, dimana tidak ada nilai signifikansi < 0,05 ( 𝜌 > 0,05) . Jadi secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 



 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, dilakukan pengujian 
menggunakan uji Durbin-Watson yang hasilnya disajikan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 1 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Eror Durbin Watson 

1 .937 .877         .867 .03405757       2.061 

Hasil olah data SPSS 25 3 

Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,061. Nilai ini 
berada di antara batas du dan (4-du), serta mendekati angka 2, yang mengindikasikan tidak 
terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi. 

Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Berikut ini disajikan hasil analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel 
independen terhadap dependen yang ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear 1 

Variabel B Std. Error Beta t Sig. Keterangan 

Constant .194 .055  3.503 .001  

PAD 1.658 .098 .853 16.964 .000 H1 diterima 

DAU -.423 .091 -.234 -.4.628 .000 H2 diterima 

DAK -.143 .076 -.098 -1.867 .067 H3 ditolak 

DBH -.078 .113 -.035 -.697 .489 H4 ditolak 

Belanja Modal -.128 .113 -.095 -1.132 .263 H5 ditolak 

Fstat 81.603      

Fsig     0.000  

R2 0.877      

AdjR2 0.867      

Hasil olah data SPSS 25 4 

Persamaan regresi yang terbentuk adalah: 

Y = 0,194 + 1,658 + 0,423 + 0,143 + 0,078 + 0,128 + e 

Berdasarkan hasil regresi berganda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang menunjukkan 
bahwa semakin tinggi kemampuan daerah menggali potensi pendapatan sendiri, semakin 
kuat tingkat kemandirian keuangannya. Dana Alokasi Umum (DAU) juga signifikan (0,000 < 
0,05) namun berpengaruh negatif dengan koefisien -0,423, mengindikasikan adanya 
ketergantungan fiskal yang dapat menurunkan motivasi daerah dalam mengoptimalkan 
pendapatan asli. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan signifikansi 0,067 > 0,05 
dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan signifikansi 0,489 > 0,05 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa dana transfer yang bersifat khusus 
maupun dengan kontribusi relatif kecil belum mampu memengaruhi kinerja secara nyata. 
Belanja Modal juga tidak berpengaruh signifikan (0,263 > 0,05), sehingga pengalokasian 
anggaran untuk aset tetap belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan 
kinerja keuangan dalam jangka pendek. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan t 



 

 

hitung 16,964, sehingga hipotesis pertama diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) juga 
berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan t hitung -4,628, namun 
memiliki arah negatif, yang berarti semakin tinggi DAU justru diikuti penurunan kinerja 
keuangan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan signifikansi 0,067 (>0,05), Dana 
Bagi Hasil (DBH) dengan signifikansi 0,489 (>0,05), dan Belanja Modal dengan signifikansi 
0,263 (>0,05) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis 
ketiga, keempat, dan kelima ditolak. 

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 81,603 dengan signifikansi 
0,000 (<0,05), yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan dan model regresi layak digunakan. Selain itu, koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,867 menunjukkan bahwa 86,7% variasi kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah periode 2021–2023 dapat dijelaskan oleh PAD, 
DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 13,3% dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar model penelitian. 

Pembahasan 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel Pendaptan asli daerah (X1) diperoleh nilai 0,000 < 0,05 dan 
t (hitung) 16.964. Dengan demikian dapat dittarik kesmipulan H1 diterima dan H0 ditolak, hasil 
ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja keuangan. 

PAD meningkatkan tingkat kemandirian fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri dan tidak 
bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Padang, 2023), yang 
menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
keuangan. 

Pengaruh Dana alokasi umum Terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel Dana alokasi umum (X2) diperoleh nilai 0,000 < 0,05 dan t 
(hitung) -4.628. Dengan demikian dapat dittarik kesmipulan H2 diterima dan H0 ditolak, hasil 
ini menunjukkan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Kinerja keuangan. 

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kinerja keuangan daerah, yang mengisyaratkan adanya fiscal illusion atau ketergantungan 
anggaran yang tinggi. Dominasi DAU dalam struktur APBD cenderung melemahkan upaya 
diskresi fiskal daerah dalam menggali potensi PAD. Akibatnya, rendahnya kemandirian fiskal 
tersebut menjadi faktor penghambat bagi pencapaian kinerja keuangan yang optimal, seiring 
dengan meningkatnya ketergantungan pada transfer pusat. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Imami & Akbar, 2024), yang 
menunjukkan hasil Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadak Kinerja 
keuangan. 

Pengaruh Dana alokasi khusus Terhadap Kinerja Keuangan 



 

 

Berdasarkan hasil uji t variabel Dana alokasi khusus (X3) diperoleh nilai 0,67 > 0,05 dan t 
(hitung) -1.867. Dengan demikian dapat dittarik kesmipulan H3 ditolak, hasil ini menunjukkan 
bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja keuangan. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan empiris ini 
mengindikasikan bahwa fluktuasi volume alokasi DAK belum menjadi determinan utama 
dalam mengeskalasi performa keuangan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena sifat DAK 
yang bersifat earmarked funding, di mana otoritas daerah tidak memiliki diskresi penuh dalam 
pengelolaannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Candra Ismayasari et al., 
2024), yang menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja keuangan. 

Pengaruh Dana bagi hasil Terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel Dana bagi hasil (X4) diperoleh nilai 0,489 > 0,05 dan t 
(hitung) -0,697. Dengan demikian dapat dittarik kesmipulan H4 ditolak, hasil ini menunjukkan 
bahwa Dana bagi hasil tidak berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja keuangan. 

Hasil penelitian yang tidak signifikan pada variabel DBH mencerminkan adanya 
ketidakpastian fiskal bagi daerah. Fluktuasi nilai DBH yang sangat bergantung pada dinamika 
penerimaan negara menyebabkan dana ini kurang efektif dijadikan pilar utama dalam 
stabilitas anggaran daerah. Selain itu, faktor ketimpangan potensi wilayah turut berperan; 
daerah tanpa keunggulan sumber daya alam atau sektor pajak yang kuat cenderung 
menerima proporsi DBH yang rendah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anikmah Musfirati, 2019), 
yang menunjukkan temuan bahwa Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah. 

Pengaruh Belanja modal Terhadap Kinerja keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel Belanja modal (X5) diperoleh nilai 0,263 > 0,05 dan t (hitung) 
-1,132. Dengan demikian dapat dittarik kesmipulan H5 ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa 
Belanja modal tidak berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja keuangan. 

Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan 
oleh beberapa faktor. Pertama, manfaat belanja modal bersifat jangka panjang, sehingga 
dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak dapat dirasakan secara langsung pada tahun 
anggaran yang sama. Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset 
tetap, dan fasilitas publik memerlukan waktu agar dapat memberikan kontribusi nyata 
terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun efisiensi keuangan pemerintah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (D. N. Prastiwi & Aji, 2020), 
yang menunjukkan hasil bahwa variabel Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja keuangan. 

 

 

 



 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021–
2023, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu 
memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan adanya kecenderungan 
ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang dapat menghambat kemandirian daerah. 
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa dana transfer 
bersifat khusus maupun fluktuatif serta belanja modal yang berdampak jangka panjang belum 
mampu meningkatkan kinerja keuangan secara langsung dalam periode penelitian. Penelitian 
ini memiliki keterbatasan pada periode yang relatif singkat, jumlah variabel yang terbatas, 
serta cakupan sampel yang hanya pada satu provinsi, sehingga disarankan penelitian 
selanjutnya memperpanjang periode observasi, menambah variabel lain yang relevan seperti 
pertumbuhan ekonomi, pinjaman daerah, dan inflasi, serta memperluas cakupan wilayah 
agar hasil penelitian lebih komprehensif dan representatif. 
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